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BUPATIKARANGASEM 
PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR 38 / HK / 2023 

TENTANG 
TITIK PANTAU KUALITAS AIR DI KABUPATEN KARANGASEM 

TAHUN 2023 

BUPATI KARANGASEM, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan Titik 
Pantau Kualitas Air di Kabupaten Karangasem; 

b. bahwa Kualitas Air di Kabupaten Karangasem perlu untuk 
dijaga Kebersihan dan Kelestariannya sebagai wujud nyata 
dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Lingkungan Hidup khususnya Kualitas Air di 
Kabupaten Karangasem; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Titik Pantau Kualitas Air di Kabupaten 
Karangasem Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
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Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3816); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4161); 

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan 
Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

10.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012­ 
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 15); 
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11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2022 Nomor 15); 

13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011Nomor 31); 

14. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2021 Nomor 61); 

15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta 
Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 4 (empat) sungai sebagai Titik Pantau Kualitas Air 
Sungai di Kabupaten Karangasem Tahun 2023, yaitu : 
a. Sungai Nyuling (3 titik : hulu, tengah, hilir); 
b. Sungai Jangga (3 titik : hulu, tengah, hilir); 
c. Sungai Pati (3 titik : hulu, tengah, hilir); dan 
d. Sungai Kerekuk (3 titik : hulu, tengah, hilir). 

Tujuan ditetapkannya Kualitas Air di Kabupaten Karangasem 
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu : 
a. mengetahui nilai kualitas air sungai dari segi parameter fisika, 

kimia dan biologi di Kabupaten Karangasem; 
b. menjaga kelayakan suatu sumber daya air sungai sesuai 

dengan peruntukannya berdasarkan standar baku mutu 
lingkungan;dan 
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c. menyediakan data dan informasi tentang kualitas lingkungan 
yang dapat dimanfaatkan dalam menghitung indeks kualitas 
air di Kabupaten Karangasem. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem 
Tahun Anggaran 2023. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 24 Januari 2023 

�UPATIKARANGASEM,� 

1 
{ GEDE DANA 

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: 
1. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di 

Denpasar. 
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di 

Denpasar. 
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 
4. Kepala/Badan/Dinas/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karangasem di Amlapura. 


